GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 561 /Kep.886-Huk/2011

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA -
| SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2012

' GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :a. bahwa penghasilan buruh/pekerja * di miayah'
Kabupaten/Kota se-Provinsi- Banten dlharapkan )
dapat memenuhi kebutuhan ‘hidup. buruh/ pekerja
‘beserta keluarganya sehingga dapat hidup layalk
menurut kemanusiaan dan dapat menddrong
peningkatan  produktivitas  dan 'k&ﬂl&j‘!’.lan [
kelangsungan perusahaan; '

b. bahwa berdasarkan pertzmbangan scbagalmana

‘ dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan:
Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan
Upah Minimum Kabupaten/Kota. seuprqvmsi
Banten Tahun 2012. '

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang
' Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3346);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang'
Serikat Pekerja/Serikat Buruh {Lembaran Negara,
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonasm
Nomor 3989); ‘

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2000 tentang

- Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Ncgara.
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010j;

4. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republilk
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 39, -‘Tambaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42’?9},



Mcmperhatika‘n‘ :

o

10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisthan Hubungan Irdustrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4336);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang-

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}
. sebagaimana telah beberapa leali diubah ‘terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 -Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844} |

Peraturan Pemt—‘*rmtah Nomor 38 Tahun 2007

‘Pemenntah Pemerintahan Daerah Provinsi dan‘

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesiéa Tahuﬂ 2007 Nomor 82,

Namor 4737),

Keputusan Presiden Nomox‘ 107 Téhtm 2004
tentang Dewan Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tfansmigrasi;
Nomor : Per-01/MEN/1999 Tentang Upah ‘
Minimum jo Kepmenakertrans - RI No.
Kep.226/MEN/2000; |

Keputusan Gubernur Bénten Nomolr
561/Kep.828-Huk/2011 tanggal 28 Okfober 2011

tentang Penetapan Upah Msmmum Provmm Banten
Tahun 2012. ‘ :

Surat Bupati Lebak Nomor : .551/991-‘
DTKS/X1/2011 tanggal 1 Novermber 2011 perihal
Rekomendasi ~ Penetapan ~Upah - Minimum
Kabupaten Lebak Tahun 2012 S

Surat Walikota Serang berclasarkan surat Nomor :
561/599/Disnakertrans tanggal 4 November 2011

perihal Rekomendasi Upah memum Kota Serang |
Tahun 2012;



3. Surat Bupati Pandeglang berdasarkan surat Nomor
: 560/1241-Huk/2011 tanggal 4 November 2011
perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum
Kabupaten (UMK} Pandeglang Tahun 2012

4. Burat Walikota Cilegon berdasarkan surat Nomor :
560/2929/ Disnalker tanggal 10 November 2011,
perihal Rekomendasi Penetapan UMK Cilegon
Tahun 2012; ‘

5. Surat Bupati Serang Nomor == - SHL1/
2118/ Disnakertrans/2011 tanggal 11 November
2011 perihal Rekomendasi Usulan UMK Semng
Tahun 2012; ‘ ‘

6. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor :
900/1511- DINSOSNAKERTRANS/QOI, 1 tanggal 16
November 2011 perihal Usulan Penetapan UMK
Tangerang selatan Tahun 2012; ~

7. Surat Walikota Tangerang Nomor ‘561 / 251(;)-']‘1
Disnaker/2011 tanggal 17 November 2011 perihal
Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum
Kota Tangerang Tahun 2012; ‘

&, Surat Bupati Tangerang - Nomor
560/2901 /Disnakertrans tanggal 18 Nopember
2011 perihal Rekomendasi Penetapan Upah
Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012;

9. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provindi Banten
Nomor : S61/016-DPP/XI/2011 = tanggal
19 November 2011 Perihal Saran Pertimbangan
Penetapan Upah Minirmm Kabupaten/ Kota Se-
Provinsi Banten Tahun 20172;

10. Nota Dinas KXepala Dinas Ténaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 561/2274-
DTKT/XI/2011 tanggal 21 November 2011 Perihal
Permohonan Pencrbitan chutusan Gubernur
tentang Penetapan Upah M;mmuni Kabupaten/
Kota se-Provinsi Banten Tahun 20 12. '

MEMUTUSKAN:
Menetapkan ‘ .
KESATU : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota
se-Provinsi Banten Tahun 2012 sebagmmana tercanmm
dalam lampiran keputusan ini; , ‘
KEDUA : Bagi perusahsan yang pada saat dltetapkannya

_Keputusan ini telah membayar Upah Minimum lebih
besar dari jumlah sebagalmana dimaksud pada

lampiran Keputusan ini, dllarang mengurangx dan atau
. memurunkan upah pekerja,
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januan o
: 2012. .

 Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Nopember 2011

‘_,a- mv\.h.-

ﬁ'@%&nm BANTEN,

Tembusan disarnpaikan kepada :

Menteri Dalam Negeri R.I;

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.L;

Menteri Perindustrian R.I.;

Menteri Perdagangan R.1.;

Bupati/ Walikota $e:-Provm51 Banten;

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Banten.
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Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 36 1/Kep.886-Huk/2011
Tanggal: 21 gopember 2011

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN =~~~
| TAHUN 2012 T
NQ KABUPATEN/KOTA | BESARAN
1 | Kabupaten Lebak | Rp. 1047800,00 .
2 | Kota Serang ' | Rp. 1.231;000,00 o
3 | Kabupaten Pandeglang Rp. 1.050.000,00
4 | Kota Cilegon | | . Rp. 1.347.000,00
5 | Kabupaten Serang ' Rp. 1.320.500,00 _
6 | Kota Tangerang Selatan Rp. 1.381.000,00
7 | Kota Tangé-rang' _ Rp. 1.381.000,‘00 ‘_
8 | Kabupaten Tangerang | Rp. 1.37 9000,00 .
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